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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk 
pelanggaran oleh pejabat pemerintahan 
menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan 
bagaimanakah pemberlakuan sanksi 
administratif terhadap pejabat pemerintahan, 
di mana dengan menggunakan metode 
penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. 
Bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan 
yang dapat dikenai sanksi administrasi ringan, 
sedang dan berat telah diatur klasifikasinya, 
sehingga ada upaya hukum melalui 
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
untuk memberikan kepastian hukum kepada 
masyarakat setiap pejabat pemerintahan yang 
melalaikan atau mengabaikan kewajibannya 
dalam penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan dapat dikenakan sanksi 
administrasi sesuai dengan kategori perbuatan 
pelanggaran ketentuan dan pengaturan sanksi 
admnistrasi merupakan bagian dari penegakan 
hukum. 2. Pemberlakuan sanksi administrasi 
terhadap pejabat pemerintahan dilakukan 
dengan memeriksa bentuk-bentuk pelanggaran. 
Penerapan sanksi administratif ringan dilakukan 
melalui teguran lisan; teguran tertulis; atau  
penundaan kenaikan pangkat, golongan, 
dan/atau hak-hak jabatan.  Pemberlakuan 
sanksi administratif sedang berupa: 
pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; 
pemberhentian sementara dengan 
memperoleh hak-hak jabatan; atau 
pemberhentian sementara tanpa memperoleh 
hak-hak jabatan. Sanksi administratif berat 
berupa: pemberhentian tetap dengan 
memperoleh hakhak keuangan dan fasilitas 
lainnya; pemberhentian tetap tanpa 
memperoleh hakhak keuangan dan fasilitas 
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lainnya; pemberhentian tetap dengan 
memperoleh hakhak keuangan dan fasilitas 
lainnya serta dipublikasikan di media massa; 
atau pemberhentian tetap tanpa memperoleh 
hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta 
dipublikasikan di media massa.  
Kata kunci: sanksi administrasi; pejabat 
pemerintah; administrasi pemerintahan; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang  

Dalam hukum administrasi negara, 
penggunaan sanksi administrasi merupakan 
kewenangan pemerintahan, di mana 
kewenangan ini berasal dari aturan hukum 
administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada 
umumnya, memberikan kewenangan kepada 
pemerintah untuk menetapkan norma-norma 
hukum administrasi tertentu, diiringi pula 
dengan memberikan kewenangan untuk 
menegakkan norma-norma itu melalui 
penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar 
norma-norma hukum administrasi tersebut. 

 
B. Rumusan masalah 

1.  Bagaimanakah bentuk-bentuk 
pelanggaran oleh pejabat pemerintahan 
menurut Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan ? 

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi 
administratif terhadap pejabat 
pemerintahan ? 

 
C. Metode penelitian 

Penelitian hukum normatif merupakan 
penelitian hukum yang digunakan untuk 
meneliti data sekunder. 
 
PEMBAHASAN 
A. Bentuk-bentuk pelanggaran oleh pejabat 

pemerintahan  
1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Yang Dapat 

Dikenai Sanksi Administratif Ringan 
Dalam penyelenggaraan kepemerintahan 

yang baik (good governance) menghendaki 
adanya akuntabilitas, transparansi, 
keterbukaan dan rule of law, sementara 
pemerintahan yang bersih menuntut 
terbebasnya praktek yang menyimpang (mal-
administration) dari “etika administrasi negara” 
sedangkan pemerintah yang berwibawa 
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menuntut adanya ketundukkan, ketaatan dan 
kepatuhan (complence) rakyat terhadap 
undang-undang, pemerintah dan kebijakan 
pemerintah, 3  sedangkan pemerintahan yang 
berwibawa berkaitan dengan “ketaatan, 
kepatuhan dan ketundukkan masyarakat 
kepada pemerintah, peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah. Ketaatan, kepatuhan dan 
ketundukan masyarakat, sering muncul atau 
ditemukan karena pemerintah menggunakan 
“otoritas kekuasaan” yang mereka miliki.4 

Eksistensi pemerintah daerah sebagai 
bagian dari pemerintahan nasional dalam 
konteks kesejahteraan masyarakat adalah 
sangat penting. Sebagaimana termaktub dalam 
Pasal 18 (a) UUD 1945 yang memberikan 
makna bahwa pemerintah pusat, provinsi dan 
kabupaten/kota berkewajiban dan mempunyai 
kewenangan untuk menciptakan ketentraman 
dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. 
Dalam kerangka ini ketiga struktur 
pemerintahan tersebut wajib bersinergi untuk 
mencapai efektivitas dan efisiensi tujuan 
pemerintahan.5 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan. Pejabat 
Pemerintahan yang melanggar ketentuan dan 
dapat dikenai sanksi admnistrasi ringan 
sebagaimana dimaksud dalam:  
a. Pasal 8 ayat (2). Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dalam menggunakan 
Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan 
perundang-undangan; dan b. AUPB. 

b. Pasal 9 ayat (3). Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau 
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan 
wajib mencantumkan atau menunjukkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar kewenangan dan dasar 
dalam menetapkan dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tindakan. 

c.  Pasal 26 ayat: 
(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat (1) dan ayat (2) wajib menguraikan 
maksud, tujuan, substansi, serta dampak 
administrasi dan keuangan. 
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(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib menyampaikan permohonan 
persetujuan secara tertulis kepada 
Atasan Pejabat.  

(3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah 
berkas permohonan diterima, Atasan 
Pejabat menetapkan persetujuan, 
petunjuk perbaikan, atau penolakan.  

(4) Apabila Atasan Pejabat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) melakukan 
penolakan, Atasan Pejabat tersebut 
harus memberikan alasan penolakan 
secara tertulis.6 

d.  Pasal 27 ayat: 
(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat (3) dan ayat (4) wajib menguraikan 
maksud, tujuan, substansi, dan dampak 
administrasi yang berpotensi mengubah 
pembebanan keuangan negara.  

(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib menyampaikan pemberitahuan 
secara lisan atau tertulis kepada Atasan 
Pejabat.  

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 
(lima) hari kerja sebelum penggunaan 
Diskresi. 

e.  Pasal 28 ayat: 
(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat (3) dan ayat (5) wajib menguraikan 
maksud, tujuan, substansi, dan dampak 
yang ditimbulkan. 

(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib menyampaikan laporan secara 
tertulis kepada Atasan Pejabat setelah 
penggunaan Diskresi.  

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) 
hari kerja terhitung sejak penggunaan 
Diskresi. 

f.  Pasal 36 ayat (3) Jika suatu Bantuan 
Kedinasan yang diperlukan dalam keadaan 
darurat, maka Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan wajib memberikan Bantuan 
Kedinasan. 
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g. Pasal 39 ayat (5) Izin, Dispensasi, atau 
Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib 
diberikan persetujuan atau penolakan oleh 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
diterimanya permohonan, kecuali 
ditentukan lain dalam ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

h. Pasal 42 ayat (1), Pejabat Pemerintahan yang 
berpotensi memiliki Konflik Kepentingan 
dilarang menetapkan dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tindakan. 

i.  Pasal 43 ayat (2), Dalam hal terdapat Konflik 
Kepentingan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), maka Pejabat Pemerintahan yang 
bersangkutan wajib memberitahukan 
kepada atasannya. 

j.  Pasal 44 ayat (3), (4), dan (5),  
 Pasal 44 ayat (3), Atasan Pejabat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
memeriksa, meneliti, dan menetapkan 
Keputusan terhadap laporan atau 
keterangan Warga Masyarakat paling lama 5 
(lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
laporan atau keterangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). Ayat (4) Dalam hal 
Atasan Pejabat menilai terdapat Konflik 
Kepentingan, maka Atasan Pejabat wajib 
menetapkan dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tindakan. Ayat (5) 
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) wajib dilaporkan kepada 
atasan Atasan Pejabat dan disampaikan 
kepada pejabat yang menetapkan 
Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja.7 

k. Pasal 47. Dalam hal Keputusan 
menimbulkan pembebanan bagi Warga 
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan wajib 
memberitahukan kepada pihakpihak yang 
bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja sebelum menetapkan dan/atau 
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, 
kecuali diatur lain dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

l.  Pasal 49 ayat (1). Pejabat Pemerintahan 
sesuai dengan kewenangannya wajib 
menyusun dan melaksanakan pedoman 
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pembuatan Keputusan. 

m.  Pasal 50 ayat (3) dan (4),  
 Pasal 50 ayat (3) Dalam waktu paling lama 5 

(lima) hari kerja sejak permohonan 
Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan 
telah memenuhi persyaratan, Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 
memberitahukan kepada pemohon, 
permohonan diterima. Ayat (4) Dalam 
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 
permohonan Keputusan dan/atau Tindakan 
diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 
wajib memberitahukan kepada pemohon, 
permohonan ditolak. 

n.  Pasal 51 ayat (1) Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan wajib membuka akses 
dokumen Administrasi Pemerintahan 
kepada setiap Warga Masyarakat untuk 
mendapatkan informasi, kecuali ditentukan 
lain oleh undang-undang. Penjelasan Pasal 
51 ayat (1) Yang dimaksud dengan 
“membuka akses” adalah memberikan 
kesempatan membaca, memfotokopi, dan 
mengunduh dokumen Administrasi 
Pemerintahan yang terkait.8 

o.  Pasal 61 ayat (1). Setiap Keputusan wajib 
disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan kepada pihakpihak yang 
disebutkan dalam Keputusan tersebut. 

p. Pasal 66 ayat (6). Pembatalan Keputusan 
yang menyangkut kepentingan umum wajib 
diumumkan melalui media massa. 

q.  Pasal 67 ayat (2). Pemilik dokumen, arsip, 
dan/atau barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib mengembalikannya 
kepada Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang menetapkan 
pembatalan Keputusan. 

r.  Pasal 75 ayat (4) Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan wajib segera menyelesaikan 
Upaya Administratif yang berpotensi 
membebani keuangan negara 

s.  Pasal 77 ayat (3), dan (7),  
 Pasal 77 ayat (3) Dalam hal keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterima, Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan wajib menetapkan 
Keputusan sesuai permohonan keberatan. 
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Ayat (7) Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan wajib menetapkan 
Keputusan sesuai dengan permohonan 
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah 
berakhirnya tenggang waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4). 

t.  Pasal 78 ayat (3), dan (6)  
 Pasal 78 ayat (3) Dalam hal banding 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan wajib menetapkan 
Keputusan sesuai dengan permohonan 
banding. Ayat (6) Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan wajib menetapkan 
Keputusan sesuai dengan permohonan 
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah 
berakhirnya tenggang waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4).9 

Hukum sebagai norma mempunyai ciri 
kekhususan, yaitu hendak melindungi, 
mengatur dan memberikan keseimbangan 
dalam menjaga kepentingan umum. 
Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti 
merugikan, melalaikan atau mengganggu 
keseimbangan kepentingan umum dapat 
menimbulkan rekasi dari masyarakat. Reaksi 
yang diberikan berupa pengembalian 
ketidakseimbangan yang dilakukan dengan 
mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. 
Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu 
kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh 
petugas yang berwenang dengan memberikan 
hukuman.10   

 
2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Yang Dapat 
Dikenai Sanksi Administratif Sedang 

Jika pemerintah tidak memiliki legalitas 
untuk melakukan suatu tindakan, berarti 
pemerintah tidak boleh bertindak untuk 
menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik 
penyelenggaraan negara modern dewasa ini, 
keadaaan seperti ini tentu saja tidak boleh 
terjadi karena hal itu akan menimbulkan 
masalah yang sangat serius bagi kelangsungan 
hidup (eksistensi) bangsa dan negara.11 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 80 
ayat (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), 
Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 
ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang. 
a. Pasal 25 ayat (1) Penggunaan Diskresi yang 

berpotensi mengubah alokasi anggaran 
wajib memperoleh persetujuan dari Atasan 
Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Penjelasan Pasal 25 
Ayat (1) Yang dimaksud dengan 
“memperoleh persetujuan dari Atasan 
Pejabat” adalah memperoleh persetujuan 
dari atasan langsung pejabat yang 
berwenang menetapkan dan/atau 
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. 
Bagi pimpinan satuan kerja perangkat 
daerah (SKPD) mengajukan persetujuan 
kepada kepala daerah. Bagi bupati/walikota 
mengajukan persetujuan kepada gubernur. 
Bagi gubernur mengajukan persetujuan 
kepada menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dalam negeri. Bagi 
pimpinan unit kerja pada 
kementerian/lembaga mengajukan 
persetujuan kepada menteri/pimpinan 
lembaga. Sistem pengalokasian anggaran 
sebagai dampak dari persetujuan Diskresi 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

b. Pasal 25 ayat (3) Dalam hal penggunaan 
Diskresi menimbulkan keresahan 
masyarakat, keadaan darurat, mendesak 
dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat 
Pemerintahan wajib memberitahukan 
kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan 
Diskresi dan melaporkan kepada Atasan 
Pejabat setelah penggunaan Diskresi. 
Penjelasan Pasal 25 ayat (3) Pelaporan 
kepada atasan digunakan sebagai instrumen 
untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi 
serta sebagai bagian dari akuntabilitas 
pejabat. 

c. Pasal 53 ayat (2). Jika ketentuan peraturan 
perundang-undangan tidak menentukan 
batas waktu kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 
menetapkan dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu 
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paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah 
permohonan diterima secara lengkap oleh 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. 

d. Pasal 53 ayat (6), Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan 
untuk melaksanakan putusan Pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling 
lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan 
Pengadilan ditetapkan. 

e. Pasal 70 ayat (3). Dalam hal Keputusan yang 
mengakibatkan pembayaran dari uang 
negara dinyatakan tidak sah, Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 
mengembalikan uang ke kas negara. 
Penjelasan Pasal 70 ayat (3) Pengembalian 
uang ke kas negara dilakukan baik oleh 
Pejabat Pemerintahan yang terkait maupun 
Warga Masyarakat yang telah menerima 
pembayaran yang dikeluarkan oleh 
pemerintah. 

f. Pasal 72 ayat (1) Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan wajib melaksanakan 
Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan 
Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah 
atau dibatalkan oleh Pengadilan atau 
pejabat yang bersangkutan atau atasan yang 
bersangkutan. 
Negara sebagai suatu badan hukum publik 

yang independen juga menyandang hak dan 
kewajiban sebagaimana layaknya suyek hukum 
lainnya, baik itu orang perorangan maupun 
badan hukum perdata serta badan hukum 
publik lainnya.12  

Penyelenggaraan negara pun dilaksanakan 
oleh orang perorangan yang mewakili dan 
menjadi kepercayaan dari seluruh anggota 
negara yang merupakan warga negaranya, 
namun sedikit berbeda dari badan hukum 
lainnya, keanggotaan dalam suatu negara 
tidaklah bersifat sukarela. Negara merupakan 
suatu organisasi yang unik yang memiliki 
otoritas yang bersifat memaksa di atas subyek 
hukum pribadi yang menjadi warga negaranya, 
walau demikian pengurusan pengelolaan atau 
penyelenggaraan jalannya negara juga tidak 
luput dari mekanisme pertanggungjawaban 
oleh para pengurus, pengelola atau 
penyelenggara negara.13 
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Untuk melaksanakan tugasnya sebagai suatu 
organisasi yang teratur, negara harus memiliki 
harta kekayaan. Harta kekayaan negara ini 
datang dari penerimaan negara yang 
dipergunakan untuk membiayai segala proses 
pengurusan, pengelolaan dan penyelenggaraan 
negara tersebut. Di Indonesia, hal-hal yang 
berhubungan dengan proses penerimaan dan 
pengeluaran dan negara diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945, yaitu rumusan ketentuan 
Pasal 23 dan Amandemennya.14 

Tatkala substansi UUD 1945, hasil 
amandemen yang terkait dengan “hal 
keuangan” ditelusuri, terlihat bahwa hukum 
keuangan negara memiliki kaidah hukum yang 
tertulis, yang berarti tidak mengenal 
keberadaan kaidah hukum tidak tertulis. Bila 
demikian halnya, kaidah hukum tertulis 
seyogianya dimunculkan dalam suatu rumusan 
atau pengertian terhadap hukum keuangan 
negara. 15  Hukum keuangan negara adalah 
sekumpulan kaidah hukum tertulis yang 
mengatur hak dan kewajiban negara yang 
dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan 
barang milik negara terkait dengan pelaksanaan 
hak dan kewajiban.16 
 
3.  Bentuk-Bentuk Pelanggaran Yang Dapat 

Dikenakan Sanksi Administratif Berat. 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 80 
ayat (3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif 
berat.  Ayat (4) Pejabat Pemerintahan yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan 
kerugian pada keuangan negara, perekonomian 
nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup 
dikenai sanksi administratif berat. 

a.  Pasal 17 ayat: 
(1)  Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dilarang 
menyalahgunakan Wewenang.  

(2)  Larangan penyalahgunaan 
Wewenang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi:  

                                                           
14

 Ibid, hal. 2-3. 
15

Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Ed. 
1. Rajawali Pers, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008, 
hal. 2. 
16

Ibid, hal.  2. 
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a. larangan melampaui Wewenang;  
b. larangan mencampuradukkan 

Wewenang; dan/atau  
c. larangan bertindak sewenang-

wenang. 
b.  Pasal 42 ayat: 

  (1) Pejabat Pemerintahan yang 
berpotensi memiliki Konflik 
Kepentingan dilarang menetapkan 
dan/atau melakukan Keputusan 
dan/atau Tindakan.  

  (2)  Dalam hal Pejabat Pemerintahan 
memiliki Konflik Kepentingan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) maka Keputusan dan/atau 
Tindakan ditetapkan dan/atau 
dilakukan oleh Atasan Pejabat atau 
pejabat lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

  (3)  Atasan Pejabat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:  
a. Presiden bagi menteri/pimpinan 

lembaga dan kepala daerah;  
b. menteri/pimpinan lembaga bagi 

pejabat di lingkungannya;  
c. kepala daerah bagi pejabat 

daerah; dan  
d. atasan langsung dari Pejabat 

Pemerintahan. 
Larang; melarang; memerintahkan supaya 

tidak melakukan sesuatu; tidak 
memperbolehkan  berbuat  sesuatu.17 

Istilah “pembagian kekuasaan” berarti 
bahwa kekuasaan itu memang dibagi dalam 
beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal 
ini membawa konsekuensi bahwa di antara 
bagian-bagian itu dimungkinkan adanya 
kerjasama. Para pendiri negara (founding 
fathers and mothers) telah menunjukkan dasar 
dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara 
menurut UUD 1945.18 

Indonesia adalah negara hukum, dan salah 
satu unsur negara hukum yaitu adanya 
pembagian kekuasaan dalam negara 
pembagian hukum, sebagaimana dikemukakan 

                                                           
17

 Sudarsono, Op.Cit, hal. 242. 
18

 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Pemerintahan 
Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004), Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006. 
hal. 32. 

Sri Soemantri M, bahwa ada 4 unsur penting 
dari negara hukum Indonesia sebagai berikut: 

1. Pemerintahan (dalam arti luas) dalam 
melaksanakan tugas kewajibannya harus 
berdasarkan hukum baik yang tertulis 
maupun yang tidak tertulis; 

2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi 
manusia (dan warganya); 

3. Adanya pengawasan peradilan (oleh 
badan-badan peradilan); 

4. Adanya pembagian kekuasaan 
(distribution of powers) dalam negara.19 

Dari perspektif hubungan struktur 
kelembagaan pemerintahan implikasi politik 
dari kewenangan urusan pemerintahan adalah 
adanya divergensi atau pembagian urusan yang 
kemudian urusan yang dibagi ini menjadi 
kewenangan dari setiap struktur pemerintahan. 
Filosofi yang mendasari diperlukan adanya 
pembagian atau pemencaran urusan 
pemerintahan adalah karena wilayah negara 
terlalu luas untuk diurus oleh pemerintah pusat 
saja, oleh karena itu diperlukan desentralisasi 
dengan pembentukan daerah otonom dan 
pembagian urusan. Di samping itu dengan 
pembagian kerja antarberbagai susunan 
pemerintahan dapat menciptakan sinergi 
antarlembaga, efisiensi dan efektivitas 
pelayanan serta partisipasi masyarakat, 
sehingga ketentraman, ketertiban dan 
kesejahteraan dapat tercapai.20  

Hubungan pemerintah vertikal, yaitu 
hubungan atas bawah antara pemerintah 
dengan rakyatnya, di mana pemerintah sebagai 
pemegang kendali yang memberikan perintah-
perintah kepada rakyat, sedangkan rakyat 
menjalankan dengan penuh ketaatan. 
Sebaliknya dalam pola ini dapat pula rakyat 
sebagai pemegang otoritas yang diwakili oleh 
parlemen, sehingga kemudian pemerintah 
bertanggungjawab kepada rakyat tersebut. 
Sewaktu pemerintah sebagai pemegang kendali 
berlangsung administrasi pemerintahan, di 
mana pemerintah sebagai pimpinan 
menyatakan kehendaknya untuk diikuti, 
sedangkan seaktu rakyat sebagai pemegang 

                                                           
19

 Ibid, hal. 32 
20

 J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi 
Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, 
Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007, hal. 168. 
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kendali aktif mengartikulasi kepentingan 
rakyat.21 

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung 
keberhasilan otonomi daerah, yaitu 
pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. 
Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik 
konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan 
mengacu pada tindakan atau kegiatan yang 
dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu 
mesayarakat dan DPRD) untuk mengawasi 
kinerja pemerintahan. Pengendalian (kontrol) 
adalah mekanisme yang dilakukan oleh 
eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin 
dilaksanakannya sistem dan kebijakan 
manajemen sehingga tujuan organisasi dapat 
tercapai.22  

Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan 
yang dilakukan oleh pihak yang memiliki 
independensi dan memiliki kompetensi 
profesional untuk memeriksa apakah hasil kerja 
pemerintah daerah telah sesuai dengan standar 
atau kriteria yang ada. Pada tataran teknis 
aplikatif juga berbeda, monitoring oleh DPRD 
dilakukan pada tahap awal, pengendalian 
dilakukan terutama pada tahap menengah 
(operasional), yaitu level pengendalian 
manajemen (management control) dan 
pengendalian tugas (taks control), sedangkan 
pemeriksaan dilakukan pada tahap akhir. Obyek 
yang diperiksa yaitu konerja dan laporan 
pertanggungjawaban yang tediri atas nota 
perhitungan APBD, neraca laporan, aliran kas 
dan laporan surplus/defisit anggaran.23 

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya 
akan memberikan kewenangan dan diskresi 
kepada pemerintah daerah untuk mengelola 
dan memanfaatkan sumber daya alam yang 
tersedia di daerah. Agar tidak terjadi 
penyalahgunaan wewenang atau 
penyimpangan-penyimpangan perlu dibangun 
suatu sistem pengawasan, pengendalian dan 
pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.24 
 
B. Pemberlakuan Sanksi Administratif 
Terhadap Pejabat Pemerintahan  

                                                           
21

 H. Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, 
Op.Cit, hal. 52. 
22

 Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang 
Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, (Yang Berimplikasi 
Tindak Pidana Korupsi), Edis 1. Cetakan. 3. Laksbang 
Mediatama, Yogyakarta, 2010, hal. 145-146. 
23

 Ibid. 
24

 Ibid, hal. 146. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur 
mengenai pemberlakuan sanksi administratif 
sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat: 
(1)  Pejabat Pemerintahan yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, 
Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36 ayat (3), Pasal 
39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat 
(2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), 
Pasal 44 ayat (5), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), 
Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 
ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), 
Pasal 67 ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 
ayat (3), Pasal 77 ayat (7), Pasal 78 ayat (3), 
dan Pasal 78 ayat (6) dikenai sanksi 
administratif ringan.  

(2)  Pejabat Pemerintahan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 
ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), 
dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi 
administratif sedang. 

(3)  Pejabat Pemerintahan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi 
administratif berat. (4) Pejabat 
Pemerintahan yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 
ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada 
keuangan negara, perekonomian nasional, 
dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai 
sanksi administratif berat.25 

Pasal 81 ayat: 
(1)  Sanksi administratif ringan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa:  

a. teguran lisan;  
b. teguran tertulis; atau  
c. penundaan kenaikan pangkat, 

golongan, dan/atau hak-hak jabatan.  
(2)  Sanksi administratif sedang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa:  

a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti 
rugi;  

b. pemberhentian sementara dengan 
memperoleh hak-hak jabatan; atau  

c. pemberhentian sementara tanpa 
memperoleh hak-hak jabatan.  

(3)  Sanksi administratif berat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa:  

                                                           
25

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan. 
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a. pemberhentian tetap dengan 
memperoleh hakhak keuangan dan 
fasilitas lainnya;  

b. pemberhentian tetap tanpa 
memperoleh hakhak keuangan dan 
fasilitas lainnya;  

c. pemberhentian tetap dengan 
memperoleh hak-hak keuangan dan 
fasilitas lainnya serta dipublikasikan di 
media massa; atau 

d. pemberhentian tetap tanpa 
memperoleh hak-hak keuangan dan 
fasilitas lainnya serta dipublikasikan di 
media massa.  

(4)  Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 81 ayat (2) Huruf a Yang 
dimaksud dengan “uang paksa” adalah 
sejumlah uang yang dititipkan sebagai jaminan 
agar Keputusan dan/atau Tindakan 
dilaksanakan sehingga apabila Keputusan 
dan/atau Tindakan telah dilaksanakan uang 
paksa tersebut dikembalikan kepada Pejabat 
Pemerintahan yang bersangkutan. Huruf b Yang 
dimaksud dengan “pemberhentian sementara” 
adalah pemberhentian dalam tenggang waktu 
tertentu dengan dibebaskan atau tidak 
menjalankan tugas dan wewenang jabatan 
Administrasi Pemerintahan. Huruf c Yang 
dimaksud dengan “media massa” adalah media 
cetak dan/atau media elektronik baik nasional 
maupun lokal. 

Pasal 82 ayat: 
(1)  Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 81 dilakukan oleh:  

a. Atasan Pejabat yang menetapkan 
Keputusan;  

b. kepala daerah apabila Keputusan 
ditetapkan oleh pejabat daerah;  

c. menteri/pimpinan lembaga apabila 
Keputusan ditetapkan oleh pejabat di 
lingkungannya; dan  

d. Presiden apabila Keputusan ditetapkan 
oleh para menteri/pimpinan lembaga.  

(2)  Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 81 dilakukan oleh:  

a. gubernur apabila Keputusan ditetapkan 
oleh bupati/walikota; dan  

b. menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dalam negeri 
apabila Keputusan ditetapkan oleh 
gubernur. 

 Pasal 83 ayat: 
(1) Sanksi administratif ringan, sedang atau 

berat dijatuhkan dengan 
mempertimbangkan unsur proporsional 
dan keadilan.  

(2) Sanksi administratif ringan dapat 
dijatuhkan secara langsung, sedangkan 
sanksi administratif sedang atau berat 
hanya dapat dijatuhkan setelah melalui 
proses pemeriksaan internal. 

Pasal 84. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 
81, Pasal 82, dan Pasal 83 diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.26 

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan 
keragaman bidang urusan pemerintah yang 
masing-masing bidang itu diatur dengan 
peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi 
dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi 
beragam. Pada umumnya macam-macam dan 
jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan 
secara tegas dalam perudang-undangan bidang 
administrasi tertentu. Secara umum dikenal 
beberapa macam sanksi dalam hukum 
administrasi yaitu: 
a. Paksaan pemerintah (bestuursdwang) 
b. Penarikan kembali keputusan yang 

menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, 
dan sebagainya). 

c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah 
(dwangsom); 

d. Pengenaan denda administrasi 
(administratieve biete).27 
Dalam rangka memberikan jaminan 

pelindungan kepada setiap Warga Masyarakat, 
maka Undang-Undang ini memungkinkan 
Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan 
banding terhadap Keputusan dan/atau 
Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang 
bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat 
mengajukan gugatan terhadap Keputusan 
dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha 
Negara, karena Undang-Undang ini merupakan 
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 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan. 
27

 Ridwan HR, Op.Cit. hal. 119. 
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hukum materiil dari sistem Peradilan Tata 
Usaha Negara.28 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 
angka 1. 18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata 
Usaha Negara.  

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan mengaktualisasikan secara 
khusus norma konstitusi hubungan antara 
negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan 
Administrasi Pemerintahan dalam 
UndangUndang ini merupakan instrumen 
penting dari negara hukum yang demokratis, 
dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang 
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan atau 
penyelenggara negara lainnya yang meliputi 
lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, 
dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi 
pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji 
melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan 
nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. 
Penyelenggaraan kekuasaan negara harus 
berpihak kepada warganya dan bukan 
sebaliknya. 

Negara hukum ialah negara yang 
susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya 
dalam undang-undang, sehingga segala 
kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya 
didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan 
hukum. Negara hukum itu ialah negara yang 
diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh 
undang-undang (state not governed by men, 
but by laws). Oleh karena itu di dalam negara 
hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya 
oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya 
kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi 
seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada 
segala peraturan pemerintah dan undang-
undang negara.29 

Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti 
sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau 
hukum harus ditaati agar tidak berlaku 
sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan 
yang melampaui batas kewenangan, bertindak 

                                                           
28

 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan. 
29

H. Murtir Jeddawi, Negara Hukum Good Governance dan 
Korupsi di Daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011. hal. 1-2. 

tidak sesuai dengan kewenangan atau 
peruntukannya atau bertindak sewenang-
wenang.30 

Pemahaman kekuasaan dalam aspek 
hukum, dimaknai sebagai sebuah wewenang, 
tetapi kekuasaan dalam pengertian ini bukanlah 
suatu kekuasaaan yang dapat berdiri sendiri, 
melainkan keberadaan kekuasaan tidak dapat 
dipisah dari lembaganya. Oleh karena itu, 
kekuasaan dalam arti wewenang dikatakan 
sebagai suatu kekuasaan yang telah 
dilembagakan.31 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 20 
ayat: 
(1) Pengawasan terhadap larangan 

penyalahgunaan Wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 
dilakukan oleh aparat pengawasan intern 
pemerintah.  

(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern 
pemerintah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa:  
a. tidak terdapat kesalahan;  
b. terdapat kesalahan administratif; atau  
c. terdapat kesalahan administratif yang 

menimbulkan kerugian keuangan 
negara.  

(3) Jika hasil pengawasan aparat intern 
pemerintah berupa terdapat kesalahan 
administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut 
dalam bentuk penyempurnaan administrasi 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(4) Jika hasil pengawasan aparat intern 
pemerintah berupa terdapat kesalahan 
administratif yang menimbulkan kerugian 
keuangan negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c, dilakukan 
pengembalian kerugian keuangan negara 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 
terhitung sejak diputuskan dan 
diterbitkannya hasil pengawasan. 

(5) Pengembalian kerugian negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dibebankan kepada Badan Pemerintahan, 
apabila kesalahan administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
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c terjadi bukan karena adanya unsur 
penyalahgunaan Wewenang.  

(6) Pengembalian kerugian negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, 
apabila kesalahan administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c terjadi karena adanya unsur 
penyalahgunaan Wewenang.  

Pasal 21 ayat: 
(1) Pengadilan berwenang menerima, 

memeriksa, dan memutuskan ada atau 
tidak ada unsur penyalahgunaan 
Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat 
Pemerintahan.  

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 
dapat mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan untuk menilai ada atau tidak 
ada unsur penyalahgunaan Wewenang 
dalam Keputusan dan/atau Tindakan.  

(3) Pengadilan wajib memutus permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak 
permohonan diajukan.  

(4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan 
banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara.  

(5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib 
memutus permohonan banding 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling 
lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak 
permohonan banding diajukan. 

(6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) bersifat final dan mengikat. 

Peradilan tata usaha negara diciptakan 
menyelesaikan sengketa yang timbul akibat 
adanya tindakan pemerintah yang dianggap 
melanggar hak-hak warga negaranya. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa Peradilan Tata 
Usaha Negara diadakan dalam rangka memberi 
perlindungan terhadap hak perseorangan dan 
hak masyarakat, khususnya dalam hubungan 
antara badan atau pejabat tata usaha negara 
dengan masyarakat.32 

Seperti dikemukakan oleh Frederick Julius 
Stahl, suatu negara hukum formal harus 
memenuhi 4 (empat) unsur penting, yaitu 
sebagai berikut: 
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Yulies Tiena Masriani, Op.Cit, hal. 57. 

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi 
manusia; 

2. Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan; 
3. Setiap tindakan pemerintah harus 

didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.33 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Bentuk-bentuk pelanggaran atas 
ketentuan yang dapat dikenai sanksi 
administrasi ringan, sedang dan berat 
telah diatur klasifikasinya, sehingga ada 
upaya hukum melalui pemberlakuan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan 
untuk memberikan kepastian hukum 
kepada masyarakat setiap pejabat 
pemerintahan yang melalaikan atau 
mengabaikan kewajibannya dalam 
penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan dapat dikenakan sanksi 
administrasi sesuai dengan kategori 
perbuatan pelanggaran ketentuan dan 
pengaturan sanksi admnistrasi 
merupakan bagian dari penegakan 
hukum. 

2. Pemberlakuan sanksi administrasi 
terhadap pejabat pemerintahan 
dilakukan dengan memeriksa bentuk-
bentuk pelanggaran. Penerapan sanksi 
administratif ringan dilakukan melalui 
teguran lisan; teguran tertulis; atau  
penundaan kenaikan pangkat, golongan, 
dan/atau hak-hak jabatan.  
Pemberlakuan sanksi administratif 
sedang berupa: pembayaran uang paksa 
dan/atau ganti rugi; pemberhentian 
sementara dengan memperoleh hak-hak 
jabatan; atau pemberhentian sementara 
tanpa memperoleh hak-hak jabatan. 
Sanksi administratif berat berupa: 
pemberhentian tetap dengan 
memperoleh hakhak keuangan dan 
fasilitas lainnya; pemberhentian tetap 
tanpa memperoleh hakhak keuangan dan 
fasilitas lainnya; pemberhentian tetap 
dengan memperoleh hakhak keuangan 
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dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan 
di media massa; atau pemberhentian 
tetap tanpa memperoleh hak-hak 
keuangan dan fasilitas lainnya serta 
dipublikasikan di media massa.  
 

B. SARAN 
1. Bentuk-bentuk pelangaran atas 

ketentuan oleh pejabat pemerintahan 
yang dapat dikenai sanksi administrasi 
ringan dan sedang memerlukan 
pemeriksaan secara cermat dan teliti 
apakah akibat perbuatan tersebut telah 
menimbulkan kerugian keuangan negara, 
perekonomian nasional, dan/atau 
merusak lingkungan hidup. Apabila dapat 
dibuktikan dengan sah maka perlu 
diberlakukan sanksi administratif berat. 

2. Pemberlakuan sanksi administratif 
dengan kelasifikasi ringan, sedang dan 
berat perlu mempertimbangkan unsur 
keadilan melalui suatu proses 
pemeriksaan internal yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum 
dan tidak dilakukan dilakukan secara 
diskriminatif terhadap pejabat 
pemerintahan oleh Atasan Pejabat yang 
menetapkan Keputusan. 
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